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ABSTRAK

Abstrak: Pemerintah daerah harus menerapkan tata pemerintahan yang baik, khususnya dalam
akuntabilitas pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah wajib menyajikan baik ketepatan waktu
penyelenggaraan anggaran daerah maupun ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah
pertanggungjawaban pemerintahan. Pencapaian karakteristik ketepatan waktu dalam
penyelenggaraan anggaran daerah dan pelaporan keuangan pemerintah daerah memerlukan
sumber daya manusia yang berkualitas, komitmen organisasi yang tinggi, dan pemanfaatan
perangkat pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sumber daya manusia,
komitmen organisasi, dan perangkat pendukung terhadap ketepatan waktu APBD dan pelaporan
keuangan pemerintah. Survei dilakukan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan atas nama pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas pengelolaan
keuangan daerah dan pemerintah daerah terpilih melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda.
Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan perangkat
pendukung secara sendiri-sendiri tidak berpengaruh pada ketepatan waktu Administrasi APBD
dan pelaporan keuangan daerah. Namun demikian secara simultan sumber daya manusia,
komitmen organisasi, dan prangkat pendukung berpengaruh pada ketepatan waktu
penatausahaan anggaran pemerintah daerah dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Penatausahaan; Anggaran Pemerintah Daerah; Pelaporan Keuangan.

Abstract: Regional government should implement good governance, particularly in governmental
accountability. Based on Government Regulation No. 71/2010 about Governmental Accounting
Standard and Government Regulation No. 58/2005 about Regional Financial Management, a
regional government must present both the regional budget administration timeliness and the
regional government financial statement reporting timeliness governmental accountability.
Achieving timeliness characteristics on regional budget administration and regional government
financial reporting requires high-quality human resources, high organizational commitment, and
supporting devices utilization. This research tests the effect of human resources, organizational
commitment, and supporting devices on regional budget and government financial reporting
timeliness. A survey was conducted at the Directorate General Fiscal Balance Ministry of Finance
on behalf of the central government responsible for the regional financial management and the
selected regional government through Dinas or Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
This study shows that human resources, organizational commitment, and supporting tools
individually do not affect the timeliness of APBD administration and regional financial reporting.
However, simultaneously human resources, organizational commitment, and supporting
Instruments jeopardize the timeliness of local government budget administration and local
government financial reporting.
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A. LATAR BELAKANG

Kebijakan otonomi daerah dimulai dengan ditetapkannya paket Undang-
Undang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan tersebut diharapkan
dapat memberikan manfaat secara makro maupun mikro bagi perekonomian
daerah dengan menumbuhkembangkan sektor riil, mendorong wupaya
pemberdayaan masyarakat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan keuangan daerah, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik dalam
upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Implementasi otonomi daerah berlandaskan denagn keinginan untuk mengubah
cara pandang dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang mengedepankan
pendekatan dengan corak sentralistik pada masa orde baru menjadi corak
desentralistik (Akbal, 2016).

APBD yang tidak disahkan sesuai peraturan perundang-undangan akan
memberikan dampak kurang optimalnya dalam pelaksanaan keuangan daerah.
Oleh karena itu ketidakoptimalan pemanfaatan dana APBD bukan saja akibat
pemilihan proyek yang keliru, sehingga habis hanya untuk keperluan belanja
pegawai tanpa ada prioritas buat anggaran pembangunan yang produktif, namun
juga akibat Raperda yang menjadi dasar pengeluaran APBD tersebut tidak selesai
tepat waktu. Apabila APBD bisa tepat waktu serta tepat sasaran, maka APBD bisa
menjadi pelumas kegiatan perekonomian dan pembangunan di daerah demi
kesejahteraan rakyat. Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Suspitasari et al., 2018).

Penetapan APBD tepat waktu mempercepat proses turunnya dana dari
pemerintah ke masyarakat. Penetapan APBD merupakan bagian penatausahaan
keuangan daerah. Dana yang diturunkan pemerintah melalui program kegiatan,
diharapkan dapat memicu peredaran uang di masyarakat yang berimplikasi pada
peningkatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi. Realisasi belanja per 11 Juni
2021, meliputi realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia baru
mencapai 24,41%, dengan perincian realisasi APBD provinsi sebesar 26,85% dan
realisasi APBD kabupaten/kota sebesar 23,22%. Pada pertengahan tahun,
seharusnya realisasi belanja daerah sudah mencapai minimal 40%-50%.
Pemerintah telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar
5%. Meski pada kuartal pertama terkontraksi sebesar 0,74%, namun sesuai
dengan target pemerintah, pertumbuhan ekonomi akan naik di kuartal kedua
dengan target pertumbuhan sebesar 7%. Menurut Mendagri, target pertumbuhan
ekonomi dapat tercapai apabila pemerintah pusat dan daerah bekerjasama dalam
melakukan realisasi belanja agar pandemi COVID-19 dapat terselesaikan, dan
ekonomi kembali bangkit (Kemenkeu, 2021).

Penetapan APBD sangat berpengaruh pada pelaksanaan anggaran. Secara
simultan maupun parsial perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran,
pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi
berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) (Gagola et al., 2017). Penyebab rendahnya tingkat serapan anggaran pada
awal tahun anggaran yang dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu: (1)
Faktor Sumber Daya Manusia, (2) Faktor Administrasi, dan (3) Faktor Kebijakan
(Kusuma Negara et al, 2018). Pemerintah daerah merupakan agen dari
pemerintah pusat. Pemerintah daerah dipandang sebagai satu set relasi sosial yang
mempunyai kontribusi dalam representasi (Ropii, 2015).

Salah satu amanat dalam pengelolaan keuangan negara adalah pemerintah
berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD.
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Hal ini lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan
isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Mu’am, 2015). Salah satu
tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah memahami kondisi
keuangannya. Suatu keniscayaan bahwa permintaan pelayanan publik akan
semakin meningkat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memenubhi
kewajiban dan tanggung jawab dalam pelayanan publik (McDonald, 2017).

Selain itu dalam perspektif, APBD adalah keputusan politik yang ditetapkan
Gubernur/Bupati/Walikota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),
untuk dilaksanakan oleh aparat birokrasi daerah. Sedangkan dalam perspektif
makro yaitu tata pemerintahan demokrasi, APBD sebagai kebijakan anggaran
daerah merupakan mandat politik warga (citizen political mandate) atas
sumberdaya publik yang diamanatkan kepada lembaga pemerintahan daerah
(eksekutif dan legislatif) sebagai pemilik otoritas pengelolaan anggaran. Sifat
otoritatif tersebut hanya berlaku sepanjang pemerintah daerah mampu
melaksanakan alokasi atau distribusi anggaran berdasarkan nilai-nilai
kepentingan warga (Riyanto, 2012). Sedangkan fragmentasi politik dan tahun
sejak pemilu tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran (Purwanto, 2016).

Terkait dengan Administrasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diatur
dalam Peraturan Pemerintah No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Pada bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah
menjelaskan bahwa agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan
karakteristik kualitas laporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan,
dan dapat dipahami. Agar relevansi ini dapat tercapai, maka laporan keuangan
harus disajikan tepat waktu (timeliness). Kerangka konseptual menyatakan bahwa
pelaporan keuangan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para
pengguna dalam rangka menilai akuntabilitas dan kebijakan pengambilan
keputusan (Pamungkas, 2012).

Demi terselenggaranya ketepatan waktu pelaporan keuangan yang baik, maka
harus ada sumber daya manusia yang berkualitas, pemanfaatan teknologi yang
baik dalam penggunaan sistem pelaporan keuangan dan pengendalian internal.
Variabel sumber daya manusia dan perangkat pendukung memiliki pengaruh yang
positif tetapi tidak signifikan terhadap keberhasilan penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan (Safitri, 2017). Pengaruh Komitmen Organisasi dan Sistem
Informasi Akuntansi sebagai pendukung (suplementary) terhadap ketepatan waktu
Pelaporan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu
pelaporan keuangan daerah (Eristanti et al., 2019).

Secara simultan maupun parsial perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran,
pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi
berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) (Gagola et al., 2017). Ada enam faktor yang memengaruhi penyerapan
anggaran dengan urutan prioritas faktor dari keenam faktor tersebut yaitu: (1)
faktor perencanaan yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 24,31%, (2)
faktor pengadaan barang/jasa yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar
11,10%, (3) faktor regulasi yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 8,57%,
(4) faktor internal perubahan anggaran yang menjelaskan variasi seluruh item
sebesar 7,03%, (5) faktor administrasi yang menjelaskan variasi seluruh item
sebesar 5,92%, dan (6) faktor SDM yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar
5,56% (Widianingrum et al., 2017).
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Penelitian ini ingin mengetahui apakah variabel sumber daya manusia,
komitmen organisasi, dan perangkat pendukung secara sendiri-sendiri apakah
berpengaruh pada ketepatan waktu Administrasi APBD dan pelaporan keuangan
daerah. Selain itu penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana variabel sumber
daya manusia, komitmen organisasi, dan Perangkat Pendukung berpengaruh
secara simultan mempunyai pengaruh pada ketepatan waktu penatausahaan
anggaran pemerintah daerah dan pelaporan keuangan pemerintah daerabh.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan survei kepada Dinas/Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mewakili masing-masing Wilayah
Indonesia Bagian Barat, Bagian Tengah, dan Bagian Timur serta pemerintah pusat
yang menangani keuangan daerah. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan
dengan mengacu pada Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel
dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2019).

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti menggunakan instrumen
berupa kuesioner yang diberikan kepada Pejabat Keuangan di Pemerintah Daerah
maupun Pejabat yang mempunyai otoritas Keuangan Daerah di Kementerian
Keuangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik personally administered
questionnaires, yaitu kuesioner disampaikan dan dikumpulkan secara langsung
oleh peneliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
kuantitatif yang berupa nilai atau skor jawaban yang diberikan oleh respon
terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan sumber
data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa jawaban
responden atas pernyataan yang disajikan dalam kuesioner. Definisi operasional
untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah: Variabel dependen
dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu (timeliness) penatausahaan APBD dan
pelaporan keuangan daerah (TMLN). Instrumen ketepatan waktu Administrasi
APBD dan pelaporan keuangan daerah diukur dengan instrumen yang disesuaikan
dengan peraturan tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Standar
Akuntansi Pemerintahan. Pada penelitian kali ini yang menjadi variabel
independen adalah kualitas sumber daya manusia (HRDQ), komitmen organisasi
(COMT), dan perangkat pendukung (SUPT). Berikut ini disajikan pada Tabel 1
terkait dengan indikator masing-masing variabel independen.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Independen
Variabel Indikator Skala Item
a. Tingkat  Pendidikan  Petugas Ordinal 1
Pelaksana Penyusuan APBD dan

LKPD
b. Tingkat Keandalan Manajer/ 2
Kepala Bidang dalam Pengelolaan
Variabel X: Sumber Keuangan Daerah
Daya Manusia (HRDQ) c. Tingkat Komptensi Pengelola 3
Sistem Informasi Keuangan
Daerah
d. Tingkat Kemampuan Koodinasi 4

antar Petugas penyusun APBD dan
LKPD dalam satu tim
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a. Tingkat Komitmen Manajemen Ordinal 5
Puncak (Kepala Daerah) dalam
mendorong penyusunan APBD dan
LKPD
b. Tingkat kontrol/pengawasan yang 6
ketat dalam setiap tahapan
penyusunan
Variabel X; Komitmen c. Tingkat standar kualitas yang 7
Organisasi (COMT) ditetapkan dalam penyusunan
APBD dan LKPD
d. Tinngkat ketaatan pada peraturan 8
perundang-undangan  (Undang-
undang/Peraturan
Pemerintah/Peraturan
Menteri/Perda/Perkada) yang
menjadi dasar penyusunan

a. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Ordinal 9
Teknologi Informasi yang
memadai dalam  mendukung
penyusunan 10

b. Tingkat dukungan alokasi
anggaran yang memadai dalam
Variabel X3 Perangkat rangka penyusunan 11
Pendukung (SUPT) Tingkat stabilitas Sistem Keuangan
Daerah yang dipergunakan dalam
penyusunan 12
d. Tingkat implementasi Standar
Operating Prosedur (SOP) pada
Sistem  Informasi  Keudangan
Daerah dalam rangka penyusunan

o

Variabel independen tersebut ini diukur dengan menggunakan instrumen
pertanyaan yang mengacu pada (Safitri, 2017) dan dikembangkan sesuai dengan
kebutuhan penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan tujuan
penelitian sehingga memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan-
pertanyaan tersebut. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan
rentang nilai antara 1 sampai 5, yaitu: 1= sangat tidak setuju; 2= tidak Setuju; 3=
netral; 4= setuju; dan 5= sangat setuju.

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen dalam
kuesioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh
dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji reliabilitas dan validitas dilakukan untuk
mengetahui ketepatan alat ukur dalam mengukur objek yang diteliti. Pengujian
asumsi klasik dilakukan guna memenuhi asumsi regresi linear berganda yang
digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Pengujian asumsi klasik
yang digunakan adalah Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji
Normalitas. Sedangkan Uji regresi linear berganda secara multivariate digunakan
untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Model persamaan regresi berganda
yang digunakan adalah:

TMLN = a + f1HRDQ + B2COMT + (3SUPT + ¢ (1)
Sedangkan hipotesis yang diajukan adalah:
H1: Sumber daya manusia (HRDQ) berpengaruh terhadap ketepatan waktu
(TMLN) Administrasi APBD dan pelaporan keuangan daerah
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H2: Komitmen organisasi (COMT) berpengaruh terhadap ketepatan waktu
(TMLN) Administrasi APBD dan pelaporan keuangan daerah

Hs: Perangkat pendukung (SUPT) berpengaruh terhadap ketepatan waktu
(TMLN) Administrasi APBD dan pelaporan keuangan daerah

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan dengan mengirimkan 150 kuesioner baik secara langsung
maupun melalui jasa pengiriman. Kuesioner yang kembali sebanyak 116 kuesioner
sedangkan kuesioner yang layak dianalisis adalah 99 kuesioner. Berdasarkan
Descriptive Statistics pemetaan responden menunjukkan bahwa hanya 24% yang
memegang jabatan. Sedangkan dari sisi pendidikan 67% memegang gelar S-1.

Berdasarkan data dari responden, dilakukan uji Validitas dengan nilai pearson
correlation yang positif dan nilai signifikansinya di bawah 0,05 untuk valid.
Berdasarkan Uji Validitas, hasil perhitungan atas variabel independen (HRDQ,
COMM, dan SUPT) dan variabel dependen (TMLN) menghasilkan nilai pearson
correlation diatas nol dan sig. dibawah 0,05 sehingga memenuhi kriteria valid
seperti pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Uji Validitas

Correlations

TMLMN_2 TMLN_3 TMLMN_4 TMLMN_5 TMLMN_G TMLMN_7 TMLMN_8 Ketepatwaktuan
TMLMN_2 Pearson Correlation 1 3347 2897 2807 3097 2827 -025 5977
Sig. (2-tailed) 001 004 005 002 005 803 000,
N 99 99 99 99 99 99 99 99
TMLMN_3 Fearson Correlation 3347 1 .2997 2187 21 115 27 5077
Sig. (2-tailed) 001 003 030 233 256 21 000,
M 99 99 99 99 99 99 99 99
TMLM_4 Fearson Correlation 2897 .2997] 1 2817 2317 .095 135 6227
Sig. (2-tailed) 004 003 004 021 351 183 000,
M 99 99 99 99 99 99 99 99
TMLMN_5 Fearson Correlation 2807 2187 .2917] 1 4917 4117 188 6567
Sig. (2-tailed) 005 030 004 .000 .000 063 .000
M 99 99 99 99 99 99 99 99
TMLN_G Pearson Correlation 3097 21 23717 4917 1 6247 074 G647
Sig. (2-tailed) 002 233 021 .000 .000 466 .000
M 99 99 99 99 99 99 99 99
TMLN_7 Pearson Correlation 2827 115 095 4117 6247 1 089 5977
Sig. (2-tailed) 005 .256 351 .000 .000 381 .000
N 99 99 99 99 99 99 99 99
TMLN_8 Pearson Correlation -025 27 135 188 074 089 1 4477
Sig. (2-tailed) 803 21 183 063 466 381 000,
N 99 99 99 99 99 99 99 99

Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas (keabsahan) atas instrumen penelitian
menggunakan Reliability Statistics Cronbach’s Alpha pada Tabel 3 dengan nilai
diatas 0,6. Hasil perhitungan uji reliabilitas, varibel independen HRDQ (0,862),
COMM (0,780), SUPT (0,839), dan variabel Independen TMLN (0,649). Kondisi ini
menunjukkan variabel penelitian reliable karena di atas 0,6 seperti pada Tabel 3
berikut.
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Tabel 3. Uji Reliabilitas

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %
Cases Walid 99 100.0
Excluded® 0 ke
Total 99 100.0

a. Listwise deletionbased onall variables inthe

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alphal M of ltems

549 7|

Sedangkan untuk hasil pengujian asumsi klasik yang disajikan adalah Uji
Multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance > 0,1 yaitu HRDQ (0,226), COMM
(0,320), dan SUPT (0,248) dan nilai VIF <10 yaitu HRDQ (4,419), COMM (3,130),
dan SUPT (4,027) sehingga disimpulkan tidak terjadi multikolenearitas pada
model regresi seperti pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients Collinearity Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance WVIF
1 (Constant) 1.8682 384 4374 000

Sumber Daya Manusia 028 168 025 185 870 228 4,419

Komitmen Organisasi 275 145 276 1.850( JDET| 320 3.130]

Perangkat Pendukung 283 160 298 1.761 081 248 4027

a. Dependent Variable: Ketepatwaktuan (Timeliness)

Uji Heteroskedastisitas menghasilkan nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu HRDQ
(0,870), COMM (0,067), dan SUPT (0,081) sehingga disimpulkan tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model regresi seperti pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients®

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients Collinearity Statistics
Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance WIF
1 (Constant) 1.882 384 4374 D00)|
Sumber Daya Manusia 028 168 025 185 870 228 4,419
Komitmen Organisasi 275 145 278 1.850 D&Y 320 3130
Perangkat Pendukung 283 160 208 1.761 081 248 4.027]

a. DependentVariable: Ketepatwaktuan (Timeliness)

Uji Normalitas yang dapat dilakukan dengan dua pengujian yaitu: (a)
berdasarkan grafik normal P-P plot of regression standardized residual yang
menghasilkan titik-titik menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal
maka nilai residual tersebut normal, (2) Output atas One-Sample Kolmogorov-
Smirnov Test menghasilan nilai signifikansi sebesar 0,868. Karena signifikansinya
lebih besar dari 0,05 maka nilai residual tersebut normal seperti pada Tabel 6
berikut.
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Tabel 6. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N 99
MNormal Parameters® Mean 0000000
Std. Deviation .33359552
Most Extreme Differences Absolute 060
Positive 032
MNegative -.060
Kolmogorov-Smimov 2 597

Asymp. Sig. (2-tailed) 868

Selanjutnya dilakukan uji regresi linear seperti pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients?

Standardized

Unstandardized Coefficients Coefficients Collinearity Statistics

Model B Std. Ermror Beta t Sig Tolerance VIF

1 (Constant) 1.682 384 4.374 000
Sumber Daya Manusia 028 168 029 165 870) 226 4419
Komitmen Organisasi 275 149 276 1.850 067| 320 3.130

Perangkat Pendukung 283 160 298] 1.761 081 248 4.027

a. Dependent Variable: Ketepatwaktuan (Timeliness)

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda, maka dapat disusun
persamaan sebagai berikut:

Y=1,682+0,028 X1 + 0.275 X2+ 0,283 X3

Hipotesis atas variabel independen pertama yang diajukan terkait dengan
Sumber daya manusia (HRDQ) berpengaruh terhadap ketepatan waktu (TMLN)
Administrasi APBD dan pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil
perhitungan diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu HRDQ (0,870).
Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka semua Ho diterima.
Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh
terhadap ketepatan waktu (timeliness). Dengan demikian Hipotesis pertama (H1)
menyatakan Sumber Daya Manusia (HRDQ) berpengaruh terhadap ketepatan
waktu (TMLN) Administrasi APBD dan pelaporan keuangan daerah tidak sejalan
dengan hasil yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya
manusia tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu. Hasil
penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan (Jaenudin, 2019).

Sedangkan Hipotesis atas variabel independen yang diajukan terkait dengan
Komitmen Organisasi, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai signifikansi
lebih besar dari 0,05, COMM (0,067). Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05
atau 5% maka semua Ho diterima. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa
variabel independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu (timeliness).
Dengan demikian Hipotesis kedua (Hz) menyatakan Komitmen organisasi (COMT)
berpengaruh terhadap ketepatan waktu (TMLN) Administrasi APBD dan
pelaporan keuangan daerah tidak sejalan dengan hasil penelitian. Hasil yang
diperoleh menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak ada pengaruh yang
signifikan terhadap ketepatan waktu. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh (Rachmawati, 2014), meskipun hasil penelitian
tidak sejalan dengan penelitian (Rosalin, 2011).
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Terkait dengan hipotesis atas variabel independen yang diajukan yaitu
perangkat pendukung, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai signifikansi
lebih besar dari 0,05, dan SUPT (0,081). Karena nilai signifikansi lebih besar dari
0,05 atau 5% maka semua Ho diterima. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa
variabel independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu (timeliness).
Dengan demikian Hipotesis kedua (H3) menyatakan Perangkat pendukung (SUPT)
berpengaruh terhadap ketepatan waktu (TMLN) Administrasi APBD dan
pelaporan keuangan daerah tidak sejalan dengan hasil penelitian. Hasil yang
diperoleh menunjukkan bahwa perangkat pendukung tidak ada pengaruh yang
signifikan terhadap ketepatan waktu. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh (Jaya & Ruliaty, 2019).

Namun demikian dalam perhitungan uji anova menunjukkan nilai F hitung
15.104 lebih besar dari nilai F tabel 2,70 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
variabel independen bebas X1, X2, dan X3 (secara simultan) berpengaruh terhadap
variabel terikat (Y), serta dari output SPSS, diketahui nilai signifikansi sebesar
0,000 seperti pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Uji Anova

ANOVAP
Model Sum of Squares df Mean Square F 3ig.
1 Regression 5202 3 1.734 15.104 0002
Residual 10.906 95 115
Total 16.108 98

a. Predictors: (Constant), Perangkat Pendukung, Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia

b. Dependent Variable: Ketepatwaktuan (Timeliness)

Karena nilai singnifikansi 0,000 < 0,05 sesuai dengan dasar pengambilan
keputusan dalam uji F maka dapat disimpulkan pula bahwa X1, X2, dan X3 (secara
simultan) berpengaruh terhadap Y. Dengan demikian hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa variabel Sumber daya manusia (HRDQ), komitmen organisasi
(COMT), dan Perangkat pendukung (SUPT) secara simultan berpengaruh terhadap
ketepatan waktu (TMLN) administrasi APBD dan pelaporan keuangan daerah.
Dalam konteks ketepatan waktu pelaporan keuangan, pengujian variabel
independen secara simultan dengan hasil yang mempengaruhi ketepatan waktu ini
dilakukan oleh (Zulaikah, 2020).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini,
menunjukkan keseluruhan hipotesis yang diajukan, artinya sumber daya manusia,
komitmen organisasi, dan perangkat pendukung tidak berpengaruh pada
ketepatan waktu Administrasi APBD dan pelaporan keuangan daerah. Namun
demikian dengan melihat penjabaran di atas, maka pengambilan keputusan dalam
uji F baik itu membadingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, maupun
berpedoman pada nilai signifikansi diperoleh hasil yang sama pula atau hasil yang
konsisten yaitu secara simultan berpengaruh pada ketepatan waktu (timeliness).

Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya mengambil time frame
masa pandemi Covid-19. Penelitian pada kondisi turbulensi Covid-19 yang
mempengaruhi keuangan daerah akan memberikan wawasan yang lebih luas
dalam memahami APBD.
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